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serta lingkup yang mendasarinya. Buku Keuangan Syariah ini hadir dengan r

harapan mampu mendorong minat seluruh lapisan masyarakat untuk memprakfikkan
kegiatan-kegiatan transaksi keuangan dalam kehidupan sehari-hari yang berlandaskan
pada nilai-nilai syariat Islam. Buku ini merupakan buku hasil kolaborasi dalam bentuk
book chapter yang ditulis oleh para akademisi dan prakiisi yang handal di bidangnya.
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PENGANTAR EDITOR

Bismillahir Rahmanir Rahim
Assalamu’alaiku Warahmatullahi Wabarakaatuh

Tidak berbeda dengan penyusunan buku yang lain, maka
book chapter ini pun dimulai dengan sebuah kata pengantar. Puji
syukur kami panjatkan kehadirat Allah Swt karena atas limpahan
rahmat dan karunia-Nya buku kolaborasi dalam bentuk book chapter
ini dapat terselesaikan sesuai dengan yang direncanakan. Begitu
pula shalawat serta salam tetap tercurahkan kepada junjungan kita
Nabi Besar Muhammad saw, yang menjadi sumber ilmu
pengetahuan bagi sekalian umat manusia serta menjadi rahmat bagi
seluruh alam.

Keuangan syariah perlu dipelajari dan dipahami untuk
meningkatkan literasi tentang keuangan syariah baik dalam bentuk
bank syariah maupun non bank syariah, serta lingkup yang
mendasarinya. Buku Keuangan Syariah ini hadir dengan membawa
harapan mampu mendorong minat seluruh lapisan masyarakat
untuk mempraktikkan kegiatan-kegiatan transaksi keuangan
dalam kehidupan sehari-hari yang berlandaskan pada nilai-nilai
syariat Islam.

Buku Keuangan Syariah dalam bentuk book chapter ini di tulis
oleh para akademisi dan praktisi yang ahli di bidangnya. Di awal-
awal bab, buku ini membahas tentang dasar, manajemen, serta akad
dalam transaksi keuangan syariah. Di pertengahan bab dibahas
tentang lembaga-lembaga dan lingkupnya yang berkaitan dengan
keuangan syariah. Uniknya, di akhir bab dibahas tentang tantangan
keuangan Islam di era society 5.0.

Segala upaya telah dilakukan agar isi naskah dalam buku
Keuangan Syariah ini dapat tersaji dengan lengkap. Namun,
kesempurnaan tetap menjadi milik Allah Swt. Demi memberikan
penyajian yang lengkap serta memadai dalam isi buku ini, tentunya
diperlukan saran dan kritik dari para pembaca.

Akhir kata, kami memberikan penghargaan yang setinggi-
tingginya kepada tim penulis atas tersusunnya buku ini dan tetap
produktif dalam menulis. Ucapan terima kasih kami sampaikan
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terkhusus kepada Penerbit Eureka Media Aksara yang telah
memfasilitasi terbitnya book chapter ini. Semoga segala aktivitas kita
di ridai Allah Swt. Aamiin.

Selamat membaca ...!!!

Wassalamu’alaiku Warahmatullahi Wabarakaatuh

Bone, 22 Februari 2022
Editor,

Su@
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BAB
KONSEP DASAR

KEUANGAN SYARIAH

Yuyun Wahyuni, S.E., M.Si.
STIE Isti Ekatana Upaweda Yogyakarta

Pendahuluan

Sistem keuangan syariah merupakan salah satu bentuk
sistem keuangan yang menggunakan prinsip dan landasan hukum
Islam menjadi acuan dan pedomannya (Sirojudin, 2021). Prinsip
dan landasan hukum Islam selain diterapkan pada sistemnya juga
diterapkan pada lembaga yang menyelenggarakan sistem
keuangan serta berbagai produk yang ditawarkan. Sistem
manajemen keuangan syariah sebagai sebuah sistem keuangan
yang berusaha untuk menjebatangi pertemuan pihak yang
mempunyai kelebihan dana di satu sisi dengan pihak yang
kekurangan dana pada sisi lain.

Keuangan syariah di Indonesia secara yuridis dimulai
semenjak tahun 1988 dengan munculnya paket kebijakan Oktober
1988 (sering disebut Pakto 88) oleh pemerintah (Anshori, 2007).
Kebijakan tersebut kemudian direspon dengan terbentuknya suatu
lembaga keuangan yang menerapkan prinsip syariah dalam
pelaksanaan kegiatan usahanya. Tahun 1991 menjadi waktu yang
bersejarah karena Indonesia berhasil mendirikan Bank Muamalat
Indonesia (BMI) sebagai lembaga satu-satunya yang paling pertama
disebut sebagai lembaga keuangan syariah di Indonesia.

Saat ini transaksi yang berbasis keuangan syariah di
Indonesia tumbuh secara cukup signifikan. Pada bulan Januari 2021
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melaporkan besarnya aset keuangan
Syariah di Indonesia mengalami pertumbuhan sebesar 24,54% (Alfi,



perjanjian (akad) sesuai dengan syariat Islam. Sedangkan di
keuangan konvensional berdasarkan pada hukum positif.
5. Orientasi pembiayaan
Pada keuangan syariah, pembiayaan yang dilakukan
tidak hanya semata-mata memperoleh keuntungan saja, akan
tetapi berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. Sedangkan
pada keuangan konvensional, orientasi pembiayaan dilakukan
untuk mendapatkan keuntungan dari dana yang dipinjamkan.
6. Hubungan antara nasabah dan lembaga keuangan
Pada keuangan syariah, hubungan antara lembaga
keuangan dengan nasabah adalah mitra. Sedangkan di
keuangan konvensional adalah antara kreditur dan debitur.
7. Pengawasan
Pada keuangan syariah yang melakukan pengawasan
adalah lembaga-lembaga yang terdiri dari Bank Indonesia,
Otoritas Jasa Keuangan, Bapepam, Komisaris, Dewan Syariah
Nasional dan Dewan Pengawas Syariah. Sedangkan pada
lembaga keuangan konvensional, pengawasan dilakukan oleh
Dewan pengawas yang terdiri dari Bank Indonesia, Bapepam
dan Komisaris.
8. Penyelesaian sengketa
Pada keuangan syariah, jika ada perselisihan antara
lembaga keuangan dan nasabah, penyelesaiannnya dilakukan
secara musyawarah melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional
dan Peradilan Agama. Sementara pada keuangan konvensional
penyelesian sengketa dilakukan melalui peradilan negeri.

Referensi

Adiwarman, A. K. (2012). Bank Islam Analisis Figih dan Keuangan.
Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Alfi, A. N. (2021). Aset Keuangan Syariah Tumbuh 24,54 Persen Januari
2021. Retrieved Januari 13, 2022, from
https:/ /finansial.bisnis.com/read/20210420/231 /1383491 /
aset-keuangan-syariah-tumbuh-2454-persen-januari-2021

Anshori, A. G. (2007). Perbankan Syariah di Indonesia. Yogyakarta:
Gadjah Mada University Press.
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BAB
MANAJEMEN
KEUANGAN SYARIAH

Ramlah, S.E., M.Si.
IBK Nitro Makassar

Pendahuluan

Manajemen keuangan syariah sebenarnya sudah ada sejak
zaman Rasulullah saw. Beliaulah yang pertama kalinya
memperkenalkan manajemen keuangan syariah kepada umatnya
dan kepala negara dari berbagai negara. Semua penghimpunan
kekayaan negara harus dikumpulkan terlebih dahulu dan
kemudian dikeluarkan sesuai dengan kebutuhan negara. Pada
praktiknya, semua aktivitas tersebut harus sesuai dengan prinsip-
prinsip syariah. Adapun pada bab ini membahas secara detail
mengenai ruang lingkup manajemen keuangan syariah, fungsi,
esensi serta implementasi manajemen keuangan syariah.

Ruang Lingkup Manajemen Keuangan Syariah

Manajemen keuangan syariah adalah segala langkah yang
diambil dalam menjalankan manajemen tersebut harus berdasarkan
aturan-aturan Allah Swt. Aturan-aturan itu tertuang dalam Al-
Qur’an dan Hadis. Ruang lingkup manajemen keuangan syariah
sesungguhnya sangatlah luas, antara lain mencakup tentang;:

1. Lembaga keuangan bank
Lembaga keuangan bank adalah lembaga yang
memberikan jasa keuangan yang lengkap, yang secara
operasioanal dibina atau diawasi oleh Bank Indonesia sebagai
bank sentral di Indonesia. Sementara pembinaan dan
pengawasan dari sisi pemenuhan prinsip-prinsip syariah

12



terpenuhi, maka akan mengancam keselamatan umat manusia baik
di dunia maupun di akhirat kelak. Dari penjelasan tersebut maka
dalam mengeluarkan uang dan mengatur keuangan disarankan
untuk memprioritaskan kebutuhan primer terlebih dahulu.

Referensi

Budiono, A. (2017). Penerapan Prinsip Syariah pada Lembaga
Keuangan Syariah. Jurnal Law and Justice, 2(1).

Muhamad. (2014). Manajemen Keuangan Syariah: Analisis Figh dan
Keuangan. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.

Mujaddidi, A. S. (2020). Ekonomi Islam: Suatu Pengantar. Pamekasan:
Duta Media Publishing.

Nurnasrina, & Putra, P. A. (2018). Manajemen Pembiayaan Bank
Syariah. Pekanbaru: Cahaya Firdaus.

Royani, A. (2018). Analisa Kritis Konsep Manajemen Risiko dalam
Perspektif Islam. Ngabari: Jurnal Studi Islam dan Sosial, 11(2),
81-93.

Saidi, Z. (2010). Tidak Syar'inya Bank Syariah. Yogyakarta:
Delokomotif.
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BAB AKAD DALAM

TRANSAKSI
KEUANGAN SYARIAH

Sappeami, S.E.I., M.E.
Institut Agama Islam DDI Polewali Mandar

Pendahuluan

Hal yang sangat penting dalam menjalankan suatu bisnis
adalah akad atau perjanjian, tidak terkecuali dalam transaksi
keuangan syariah karena akad merupakan salah satu cara untuk
memperoleh harta dalam Islam yang banyak digunakan dalam
kehidupan sehari-hari. Sebagaimana telah dijelaskan dalam QS Al-
Maaidah/5:1.

(1) .. 35550 1535 134a1 5301 GG
Terjemahnya:

“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu”.

(Departemen Agama Republik Indonesia, 2012).

Berdasarkan ayat di atas memerintahkan kepada kaum
muslim untuk senantiasa menyempurnakan perjanjian sebagai
konsekuensi keimanan. Tidak memudahkan tentang akad, karena
jika manusia telah berakad baik dengan lisan maupun tulisan maka
secara langsung telah berkewajiban memenuhinya dan semua itu
ada pertanggungjawabannya di hadapan Allah Swt. Baik janji itu
kepada Allah, kepada manusia bahkan kepada diri sendiri selama
janji itu tidak mengharamkan yang halal dan dan tidak
menghalalkan yang haram. Akad yang digunakan untuk
bertransaksi sangat beragam sesuai spesifikasi kepentingan,
karakteristik serta tujuan antar pihak. Akad tidak dapat dipisahkan
dari kehidupan manusia dalam pemenuhan kebutuhan, akad
sebagai sarana sosial umat manusia untuk mendukung
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berdasarkan sumber pendapatan pada wilayah tersebut,
sehingga pengembangan produk perbankan mampu memenuhi
permintaan masyarakat.

Referensi

Burhanuddin, S. (2011). Hukum Bisnis Syariah. Yogyakarta: UII Press
Yogyakarta.

Departemen Agama Republik Indonesia. (2012). Al-Qur'an dan
Terjemahannya. Bandung: PT. Kordoba Internasional
Indonesia.

Ghofur, R. A. (2015). Konstruksi Akad dalam Pengembangan
Produk Perbankan Syariah di Indonesia. Jurnal al-Adalah,
12(3).

Harun. (2017). Figh Muamalah. Surakarta: Muhammadiyah
University Press.

Huda, N. (2021). Penerapan Akad Wadi'ah Dhamanah di
Perbankan Syariah (Telaah Asas-asas Akad dalam Kasus
Tabungan Haji). Suhuf, 33(1), 26-36.

Karim, A. A. (2014). Bank Islam: Analisis Figh dan Keuangan. Jakarta:
PT. Raja Grafindo.

Natadipurba, C. (2015). Ekonomi Islam. Bandung: PT Mobidelta
Indonesia.

Nurhasanah, N. (2011). Optimalisasi Peran Dewan Pengawas
Syariah (DPS) di Lembaga Keuangan Syariah. Syiar Hukum:
Jurnal Ilmu Hukum Faculty of Law, 13(3).
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BAB
LEMBAGA
KEUANGAN SYARIAH

Rida Ristiyana, S.E., M.Ak., CIQnR.
Universitas Islam Syekh-Yusuf (UNIS) Tangerang

Pendahuluan

Lembaga keuangan syariah saat ini menjadi fundamental
terutama pada bisnis perbankan untuk memberikan layanan jasa
kepada masyarakat. Masyarakat sudah harus memahami apa yang
dimaksud dengan lembaga keuangan syariah, namun bank syariah
juga harus pula memberikan kepercayaan kepada masyarakat
sehingga dapat meningkatkan pencapaian. Tentu semua itu tidak
mudah namun dengan kerjasama dan keinginan untuk mencapai
kemajuan bukan hal yang tidak mungkin bahwa lembaga keuangan
syariah terus mengalami kemajuan dan terus menjadi lebih baik lagi
kedepannya.

Awal perkembangan lembaga keuangan syariah pada
kepemimpinan Nabi Muhammad, telah dijelaskan hanya satu
lembaga keuangan yang telah ada dan beroperasi dipimpin oleh
Nabi Muhammad adalah Baitulmal. Pada masa kekhalifahan,
lembaga syariah berkembang menjadi lembaga yang menjalankan
fungsi perpajakan dan keuangan serta penyimpan zakat, pajak, dan
kekayaan negara. Perkembangan perbankan syariah di Indonesia
setelah mengalami lembaga-lembaga syariah lainnya seperti badan
zakat, Baitul Mal wat Tamwil (BMT), Asuransi Syariah, dan lain-
lain. Kehadiran lembaga dan bank Islam di tingkat internasional
mendukung, antara lain system accounting dan audit, pengelolaan
dan mengembangkan pasar modal.
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Kegiatan kedua yang dilakukan lembaga keuangan syariah
adalah menyalurkan dana yang telah dihimpun kepada mitra
investasi, digunakan untuk jual beli di mana lembaga menjadi
penjual, digunakan kegiatan sewa menyewa di mana lembaga
menjadi pemberi sewa, dan disalurkan kepada yang membutuhkan
bantuan dengan syarat sanggup mengembalikan dana yang
dipinjam.

Kegiatan ketiga yang dilakukan lembaga adalah menerima
pendapatan setelah dana disalurkan dengan prinsip margin fee dari
pendapatan adalah keuntungan yang dibagihasilkan dengan para
investor sesuai dengan pendapatan penyaluran dana yang
dibolehkan oleh syariah.

Kegiatan keempat, lembaga wajib memberikan bagi hasil dari
pendatanan penyaluran dana yang telah dilakukan dengan sistem
pembagian hasil yang sudah disepakati. Sedangkan untuk penitip
modal diberikan bonus secara sukarela.

Kegiatan kelima, bank memberikan layanan jasa keuangan
berupa ATM, transfer, kartu kredit, dan jasa keuangan lain. Oleh
karena jasa ini merupakan tanggung jawab bank dan dana
seluruhnya oleh bank, maka kegiatan ini sepenuhnya dapat
diperoleh oleh bank syariah.

Bertolak dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa
kegiatan bank dimulai dari penghimpunan dana, penyaluran dana,
dan penyedia jasa keuangan. Mekanisme yang dilakukan pun
berbeda, jika bank konvensional mendapat keuntungan dari bunga
dan persentase tertentu, maka berbeda dengan bank syariah yang
mengambil keuntungan dari besaran pendapatan yang
dibagihasilkan sesuai dengan perjanjian yang telah dibuat
sebelumnya dan telah sesuai dengan prinsip syariah.
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BAB
DEWAN PENGAWAS
SYARIAH

Dr. Iwan Wisandani, S.E.I.,, M. A.
Universitas Siliwangi

Pendahuluan

Dewan Pengawas Syariah (DPS) keberadaannya sebagai
kepanjangan tangan dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama
Indonesia (DSN-MUI), merupakan badan independen yang
ditempatkan oleh DSN pada lembaga keuangan syariah. Anggota
dari DPS terdiri atas para pakar di bidang syariah muamalah yang
juga memiliki pengetahuan di bidang ekonomi dan keuangan. DPS
bertugas melakukan pengawasan terhadap jalannya akad-akad
serta operasional lembaga keuangan syariah agar tetap sesuai
dengan fatwa yang telah ditetapkan oleh DSN-MUI (Zainuddin,
2012).

Dewan Pengawas Syariah (DPS) juga memiliki kewajiban
untuk memberikan masukan serta saran kepada direksi, pimpinan
unit usaha, atau pimpinan kantor cabang mengenai hal-hal yang
berkaitan dengan aspek syariah. DPS juga bertindak sebagai
mediator antara lembaga keuangan syariah dengan Dewan Syariah
Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Menurut (Sula,
2004), peran utama para ulama dalam DPS adalah mengawasi
jalannya operasional lembaga keuangan syariah sehari-hari, agar
apa yang dilakukan lembaga keuangan syariah selalu sesuai
dengan ketentuan syariah. Hal ini diperlukan karena transaksi-
transaksi yang berlaku dalam lembaga keuangan syariah bersifat
khusus dibanding lembaga keuangan konvensional.
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masyarakat terhadap lembaga keuangan syariah tersebut. Untuk
alasan ini, peran DPS pada lembaga keuangan syariah benar-benar
harus dioptimalkan, di antaranya kualifikasi pengangkatan DPS
harus diperketat melalui proses yang lebih selektif agar terpilih DPS
yang mampu mengawasi dan mengawal operasional lembaga
keuangan syariah sesuai prinsip-prinsip syariah.
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OTORITAS JASA
KEUANGAN

Dr. Sufyati HS., S.E., M.M.
UPN Veteran Jakarta

Pendahuluan

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) merupakan sebuah lembaga
baru yang berdiri pada tanggal 16 Juli 2012. Berdirinya OJK sendiri
merupakan sebuah upaya untuk menghadirkan sistem pengaturan
dan pengawasan pada kegiatan jasa keuangan di Indonesia. OJK
diatur di dalam (Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011) dan sesuai
dengan Pasal 4 dalam UU tersebut, menyatakan bahwa OJK
dibentuk dengan tujuan agar semua sektor jasa keuangan dapat
terselenggarakan secara adil, teratur, transparan, dan akuntabel.
OJK juga memiliki fungsi, tugas, dan juga wewenang dalam hal
pengaturan dan juga pengawasan dalam kegiatan jasa keuangan
salah satunya yaitu pasar modal.

Pada masa sebelum dibentuknya Otoritas Jasa Keuangan
(OJK), pengawasan lembaga jasa keuangan di industri pasar modal
dan industri non bank dilakukan oleh Badan Pengawas Pasar
Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK), dan untuk industri
perbankan diawasi oleh Bank Indonesia (BI). Perubahan
pengawasan lembaga jasa keuangan dari Bapepam-LK dan Bank
Indoensia ke OJK tersebut dilakukan secara bertahap. Untuk bagian
industri pasar modal dan industri keuangan non bank pengalihan
yang dimaksud pengalihan pengawasan di lakukan pada tanggal 31
Desember 2012, sedangkan untuk industri perbankan pada
tangggal 31 Desember 2013. Kemudian pada tahun 2015, menurut
(Undang-undang Nomor 1 Tahun 2013), menyatakan bahwa OJK
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d. OJK terus melakukan pengembangan kepada Lembaga
Keuangan Mikro (LKM) yang difokuskan mendorong LKM
yang belum berbadan hukum untuk segera mengajukan
permohonan penetapan LKM menjadi LKM yang sesuai
dengan UU LKM.

4. Bidang Edukasi dan Perlindungan Konsumen
Kebijakan yang telah dibuat oleh Otoritas Jasa Keuangan

(OJK) dalam bidang Edukasi dan Perlindungan Konsumen

terdiri dari 4 kebijakan.

a. Dalam bidang edukasi dan perlindungan konsumen, OJK
melakukan peningkatan budaya menabung agar dapat
mendukung peningkatan akses keuangan masyarakat.

b. Edukasi dan akses keuangan UMKM, dalam rangka
mendorong peningkatan akses pembiayaan lembaga jasa
keuangan kepada UMKM dan juga mendorong capacity
building UMKM di bidang pengelolaan keuangan.

c. Pemberdayaan konsumen dengan tujuan meningkatkan
kepercayaan masyarakat terhadap industri jasa keuangan
dan juga lembaga jasa keuangan.

d. OJK harus melakukan pencegahan dalam penghimpunan
dana atau investasi tanpa izin dengan tujuan untuk
meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada lembaga jasa
keuangan.
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BAB

PASAR MODAL
SYARIAH

Dr. Abdurohim, S.E.,, M.M.
Universitas Jendral Ahmad Yani, Cimahi-Bandung

Pendahuluan

Pertumbuhan penjualan instrumen surat berharga syariah
Indonesia semakin berkembang, mengingat banyak masyarakat
yang telah memahami investasi yang berbasis syariah halal sesuai
dengan ajaran agamanya,serta penjualan surat berharga syariah
tersebut sudah mendapat persetujuan prinsip dari Dewan Syariah
Nasional-MUI guna melaksanakan kegiatan operasionalnya.
Kegiatan jual beli surat berharga syariah di PT Bursa Efek Indonesia
harus menerapkan prinsip sesuai dengan fatwa yang dikeluarkan
oleh regulator (Majelis Ulama Indonesia No: 40/DSN-
MUI/X/2003).

Perbedaan melakukan kegiatan transaksi surat berharga
ditransaksikan pada bursa efek Indonesia secara konvensional dan
syariah terletak pada pengaturan penjual dan pembeli surat
berharga harus memenuhi kehalalan pada dana yang dipergunakan
untuk membeli maupun usaha yang dijalankan tidak bertentangan
dengan ajaran Islam, serta pada bursya syariah memiliki
karakteristik tersendiri terutama berkaitan dengan produk dan tata
cara melakukan jual beli produk dipergunakan berdasarkan prinsip
mudharabah, musyarakah dan salam. Transaksi yang dilakukan di
pasar modal syariah, mendasari atas pedoman prinsip yang telah
ditetapkan (Undang-undang No. 8 Tahun 1995).

Pihak lain terus memperdebatkan atas keabsahan penjualan
dan pembelian surat berharga mengingat kedua pihak tidak saling
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Langkah terbaik adalah melakukan literasi terhadap
keberadaan pasar modal syariah adalah para pihak yang terlibat
memiliki tanggung jawab pada penyebaran informasi atas
keberadaan pasar modal syariah ini dan pemberitaanya juga
dilakukan secara masif, sehingga informasi dan edukasi dapat
ditangkap secara merata bagi penduduk yang beragama Islam
untuk melakukan aktivitas di pasar modal syariah ini. Banyak pihak
yang belum memahami keberadaan bisnis syariah, harus terus
menerus dilakukan penyebaran informasi (Rohman, Fianto, Shah,
Kayani, Suprayogi, & Supriani, 2021).
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SHARIAH
GOVERNANCE

Abd. Muhaemin Nabir, S.E., M.Ak.
Institut Agama Islam Muhamadiyah Sinjai

Pendahuluan

Lembaga keuangan syariah di Indonesia mengalami
perkembangan yang cukup signifikan. Olehnya itu, untuk menjaga
konsistensi dan momentum ini, lemabga keuangan syariah harus
terus meningkatkan sistem tata kelola perusahaan agar lebih
kompetitif dengan sistem konvensional yang ada. Sistem tata kelola
yang baik tentunya akan menjaga dan memperkuat kepercayaan
masyarakat terhadap pengelolaan dan operasional lembaga
keuangan syariah.

Tidak seperti lembaga keuangan konvensional, lembaga
keuangan syariah berkewajiban untuk memastikan kepatuhan
terhadap prinsip syariah di semua produk, alat, aktivitas, praktik,
dan manajemennya. Olehnya itu, lembaga keuangan syariah
membutuhkan suatu sistem tata kelola untuk memastikan
kepatuhan syariah. Perancangan model corporate governance dari
sudut pandang Islam memiliki ciri khas dan pembeda dari konsep
corporate governance pada umumnya. Istilah tata kelola syariah telah
dimasukkan dalam sistem tata kelola lembaga keuangan syariah
karena tidak adanya istilah corporate governance (CCG) dalam
literatur Islam.

Meskipun dalam praktiknya, konsep pemerintahan syariah
memiliki peran dan fungsi yang mirip dengan lembaga hibah dalam
sejarah sosial Islam klasik, yaitu lembaga khusus yang mengawasi
berfungsinya pasar menurut aturan Islam. Salah satu elemen
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melakukan pengawasan, dan hal-hal apa saja yang wajib
diungkapkan. Fungsi tata kelola memastikan bahwa akuntabilitas
dijalankan berdasarkan kebijakan yang ada. Lebih lanjut, tata kelola
mampu efektif dijalankan tanpa adanya akuntabilitas (Kelvianto &
Mustamu, 2018).
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Dr. Anto Ariyanto, S.5i., M.Si.
Universitas Lancang Kuning

Pendahuluan

Tanggung jawab sosial perusahaan atau yang lebih dikenal
dengan Corporate Social Responsibility (CSR) identik dengan etika
dan moral bisnis (Chandler & Werther, 2013). Banyak perusahaan
tidak hanya berfokus pada keuntungan dan kekayaan pemegang
saham, tetapi juga memastikan dampak yang bermanfaat bagi
masyarakat melalui hubungan yang konstruktif dan kolaboratif
dengan pemangku kepentingan mereka (Chen & Wang, 2011). CSR
telah berkembang menjadi komponen penting dari strategi
perusahaan untuk mengatasi masalah sosial dan meningkatkan
kesejahteraan masyarakat (Fatma & Rahman, 2015). Menurut
(Frynas, 2009) menegaskan bahwa pemangku kepentingan
perusahaan telah mengadopsi konsep CSR sebagai sarana untuk
mengatasi dampak sosial dan lingkungan perusahaan. CSR adalah
investasi jangka panjang bagi banyak bisnis dan merupakan salah
satu tujuan mereka.

Konsep tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) memiliki
sejarah panjang dalam ilmu-ilmu sosial (Garriga & Mele, 2004).
Konsep CSR telah mendapat banyak perhatian dalam beberapa
dekade terakhir. Sepanjang tahun 1980-an dan 1990-an, literatur
CSR berfokus pada upaya tanggung jawab sosial perusahaan
(Margolis & Walsh, 2001). Sejak akhir tahun 1990-an, dan
khususnya dalam dekade terakhir (Bhattacharya, Sen, & Korschun,
2011), upaya telah dilakukan untuk meningkatkan citra publik
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1 0 AUDIT SYARIAH
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ASEAN CPA.
Universitas Katolik Soegijapranata

Pendahuluan

Tuntutan Islamic Compliance dalam setiap aktivitas bank
syariah yang berpegang pada ajaran Islam dan tidak bertentangan
dengan nilai-nilai syariah dalam proses kegiatan usahanya,
pastinya memunculkan harapan baru bagi masyarakat. Di tengah
ketidakstabilan ekonomi, bank syariah tetap dapat mampu berdiri
dengan kreativitas dan inovatifnya. Di tambah lagi Majelis Ulama
Indonesia (MUI) dan Dewan Syariah Nasional (DSN) membuat
peraturan bahwa setiap bank syariah wajib memiliki Dewan
Pengawas Syariah (DPS), yang merupakan bagian dari sistem
organisasi bank syariah yang mengawasi proses kegiatan dan
aktivitas operasional bank syariah, mengevaluasi tata kelola, dan
memastikan kepatuhan setiap aktivitas bank pada prinsip syariah
sesuai standar Auditing and Accounting Organization for Islamic
Financial Institutions (AAOIFI), serta untuk memaksimalkan kinerja
bank syariah (Ghani & Rahman, 2015).

Tantangan yang saat ini dihadapi oleh perbankan syariah
yang bergerak di sektor keuangan adalah kepatuhan terhadap
aturan, keefektifan pengawasan, ketepatan pengendalian internal,
manajemen risiko dalam pengelolaan bisnisnya, transparansi, serta
tuntutan stakeholders yang menjamin kepatuhan syariah dan
akuntabilitas organisasi. Untuk itu, diperlukan pemeriksaan
laporan keuangan dan informasi keuangan lainnya secara berkala
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Setelah empat indikator kecukupan tersebut terpenuhi, maka
langkah berikutnya adalah melakukan analisis terhadap penerapan
audit syariah termasuk dalam hal penunjukan, komposisi dan
laporan Dewan Pengawas Syariah (DPS), serta mengevaluasi
kelemahan penerapan, keterlibatan komite audit dan tata kelola,
independensi dan pernyataan atas prinsip-prinsip tata kelola di
lembaga keuangan syariah. Kerjasama antara orang-orang syariah
dengan auditor internal merupakan hal terpenting untuk
kesuksesan praktik audit syariah.
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BAB FINANCIAL
TECHNOLOGY
(FINTECH) SYARIAH

Hartatik, S.Si., M.Si.
Universitas Sebelas Maret

Pendahuluan

Indonesia sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar
di dunia. Idealnya memiliki peluang besar untuk menjadi tempat
pengembangan produk halal termasuk pemikiran-pemikiran
ekonomi Islam. Dengan jumlah penduduk yang besar, Indonesia
dapat menjadi laboraturium bagi pengembangan keilmuan
ekonomi Islam. Melihat potensi produk dan jasa halal di dunia,
maka potensi bisnis syariah di Indonesia masih sangat besar,
melihat banyaknya potensi yang tergarap dengan baik. Untuk itu,
Indonesia masih perlu untuk lebih meningkatkan pemahaman dan
kesadaran akan produk dan jasa halal maupun gaya hidup halal di
lingkungan pemerintah. Potensi pasar financial technology (fintech)
syariah di Indonesia cukup besar karena jumlah penduduk muslim
yang banyak. Data global religius future menunjukkan, warga
muslim di Tanah Air meningkat dari 209,12 juta pada 2010 menjadi
229,62 juta tahun lalu (Burhan, 2021).

Perkembangan dan inovasi di bidang Teknologi Informasi
dan Komunikasi (TIK) dewasa ini merambah ke berbagai bidang
kehidupan manusia. Teknologi Informasi (TI) telah menjadi tulang
punggung bagi banyak sektor (Abdillah, 2020a). Mode bisnis pun
ikut mengalami pergeseran drastis ke arah mode transaksi electronic,
baik yang menggunakan web maupun melalui gadget smartphone.
Hal ini tentunya menjadi kajian yang menarik khususnya dari sisi
perkembangan bisnis syariah. Sistem bisnis yang semakin tren
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proses transaksi menjadi lebih mudah, bervariasi, fleksibel,
kompetitif, dan aman (Nicoletti, 2017).

Sejatinya, setiap teknologi baru yang muncul tentu
dipersiapkan untuk memberikan kemudahan bagi konsumen atau
masyarakat. Keberadaan financial technology (fintech) khususnya
fintech syariah memiliki tujuan untuk membantu memaksimalkan
kegiatan ekonomi dan kemajuan masyarakat, khususnya
masyarakat muslim sehingga dalam masa digital saat ini lebih
mengarah kepada kemajuan dan perkembangan ekonomi nasional.
Maju Indonesia Emas 2045.
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BAB
INKLUSI KUANGAN

1 : ! SYARIAH

Andriyani Hapsari, S.E.I.,, M.M.
Universitas Pamulang

Pendahuluan

Gagasan inklusi keuangan lahir dari perhatian atas
pertumbuhan ekonomi yang tidak merata (Dienillah, 2016). Di
mana, kondisi pertumbuhan ekonomi yang terjadi selama ini
ternyata tidak serta-merta menyentuh pada seluruh kelompok
masyarakat (Sanjaya, 2016). Dengan memberikan akses layanan
keuangan secara inklusif diharapkan dapat mendorong
pertumbuhan ekonomi menjadi lebih inklusif. Layanan akses
keuangan selama ini dinilai belum mampu mencapai kelompok
masyarakat berpendapatan rendah, tinggal di daerah terpencil,
orang dengan disabilitas, pekerja migran, dan perempuan. Padahal
semakin banyak masyarakat yang mendapatkan akses layanan
keuangan akan semakin banyak masyarakat yang memiliki
kesempatan melakukan transaksi untuk aktivitas produktif dan
meningkatkan konsumsinya.

Inklusi keuangan juga menjadi salah satu alat untuk
mengentaskan kemiskinan. Hal ini karena inklusi keuangan
memberikan akses keuangan secara permanen kepada masyarakat
berpenghasilan rendah, antara lain dalam bentuk akses kepada
produk pinjaman, tabungan, asuransi, pembukaan rekening, dan
sistem pembayaran melalui lembaga keuangan resmi serta jasa
keuangan lainnya (Consultative Group to Assist the Poor, 2006).
Adapun hal ini akan meningkatkan kesempatan mereka untuk bisa
meningkatkan sumber penghidupannya, bisa merencanakan
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bahwa Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) dalam kaitannya
menyalurkan pembiayaan pada sektor UMKM, memiliki pengaruh
yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi diindikasikan
dengan meningkatnya inklusi keuangan.

Walaupun begitu, menurut (Nurmalasari, 2019) bahwa
peningkatan inklusi keuangan tidak serta merta meningkatkan
pertumbuhan ekonomi. Dalam penelitiannya diperoleh hasil bahwa
inklusi keuangan yang diproxy-kan dengan tabungan, ternyata
tidak memberikan pengaruh pada stabilitas keuangan yang
diproxy-kan dengan pertumbuhan GDP. Sedangkan inklusi
keuangan yang diproxykan dengan pembiayaan kepada UMKM
memiliki pengaruh positif. Ini dapat diartikan bahwa tinggi dan
rendahnya jumlah rekening bank pada bank syariah ternyata tidak
mendorong meningkatnya pertumbuhan GDP, hal ini karena
meningkatnya rekening bank tidak menunjukan peningkatan dana
yang digunakan pada sektor produksi.

Referensi

Ariani. (2020). The Support of Sharia Rural Banks Financing on
National Financial Inclusion. International Journal of Islamic
Business and Economics, 4(1).

Aziz. (2021). Strategi OJK dalam Meningkatkan Indeks Literasi dan
Inklusi  Keuangan  Syarigh. Otoritas Jasa Keuangan:
Departemen Literasi dan Inklusi Keuangan.

Bank Indonesia. (2014). Stabilitas Sistem Keuangan dan Peran Bank
Indonesia. Retrieved Januari 22, 2022, from
https:/ /www .bi.go.id/id/fungsi-utama/stabilitas-sistem-
keuangan/ikhtisar/default.aspx

Consultative Group to Assist the Poor. (2006). Good Practice
Guidelines for Funders of Microfinance. Washington DC.

Dienillah, A. (2016). Dampak Inklusi Keuangan terhadap Stabilitas
Sistem Keuangan di Asia. Buletin Ekonomi Moneter dan
Perbankan, 18(4).

Hannig, A., & Jansen, S. (2010). Financial Inclusion and Financial
Stability: Current Policy Issues. Asian Development Bank
Institute Working Paper .

129



BAB
PEMBIAYAAN

1 3 SYARIAH

Muhammad Abrar Kasmin Hutagalung, S.Ag., S.Pd., M.A.
Universitas Potensi Utama

Pendahuluan

Pembiayaan syariah merupakan salah satu aktivitas yang
dilakukan bank syariah dalam menyalurkan dana kepada pihak
yang membutuhkan tambahan dana untuk keperluan yang bersifat
konsumtif (jangka pendek) dan keperluan yang bersifat produktif
(jangka panjang). Jangka waktu untuk pembiayaan konsumtif
biasanya < 3 tahun sedangkan untuk pembiayaan produktif > 3
tahun disesuaikan dengan kebutuhan nasabah dan bank syariah.

Dalam melakukan kegiatan penyaluran dana, lembaga
keuangan syariah menggunakan prinsip jual beli, bagi hasil dan
ujrah (imbalan). Dalam tulisan ini akan dipaparkan tentang
pengertian pembiayaan syariah, landasan pembiayaan syariah
jenis-jenis pembiayaan syariah serta terakhir membahas tentang
analisis pembiayaan syariah.

Definisi Pembiayaan Syariah

Menurut (Undang-undang No. 10 Tahun 1998),
bahwa pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah
penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu
berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan
pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk
mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu
tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.
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BAB
INVESTASI PRODUK

1 4 SYARIAH

Fauzie Senoaji, S.E., M.S.E.L
Universitas Muhammadiyah Surabaya

Pendahuluan

Ekonomi Islam di Indonesia menunjukkan potensi yang lebih
bagus. Hal ini ditunjukan dengan animo masyarakat terhadap
produk investasi syariah dari tahun ke tahun. Adanya sistem yang
tidak sama dengan sistem konvensional di mana investasi
dilakukan atas dasar dan pedoman ajaran agama Islam.

Keuntungan praktik ekonomi Islam ini juga menjanjikan
kedamaian dan keberkahan tanpa melanggar ajaran agama.
Investasi syariah sama seperti investasi konvensional investasi
syariah memiliki beberapa jenis instrumen. Berinvestasi tidak
hanya terfokus pada jumlah keuntungan material yang dapat
dihasilkan dari kegiatan ekonomi tetapi lebih dari itu investasi
syariah juga didasari oleh faktor-faktor dominan tertentu (Zaeni,
2020).

Perkembangan ekonomi di suatu negara semakin memberi
kesempatan  kepada pengusaha muslim dalam memajukan
perekonomian Islam secara menyeluruh. Konsep yang digunakan
oleh masyarakat lebih mengarah kepada konsep materialitis
dibandingkan dengan konsep ketuhanan sehingga turunya nilai-
nilai etika dan praktik usaha yang baik. Hal ini menunjukkan
bahwa konsep bermuamalah yang dilakukan oleh pengusaha
muslim masih sangat rendah. Konsep bermuamalah dalam Islam
khusunya dalam hal investasi sangat dianjurkan untuk diketahui
setiap pengusaha muslim agar nantinya harta itu tidak hanya
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memiliki proyek-proyek yang menambah persediaan kapital
nasional.

Optimasi Investasi Syariah dalam Pembangunan Ekonomi

Arah strategis pengembangan keuangan syariah di Indonesia
mengacu pada Rencana Induk Ekonomi Syariah Indonesia
(MEKSI). Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo, selaku Ketua
Komite Nasional Keuangan Syariah (KNKS) meluncurkan Rencana
Induk (MEKSI) pada tahun 2019, sebagai peta jalan pertama negara
untuk mengembangkan ekonomi syariah yang bertujuan untuk
memperkuat ekonomi nasional. Visi dari master plan ini adalah
untuk mewujudkan “Indonesia yang mandiri, sejahtera, dan
beradab dengan menjadi pusat ekonomi syariah terkemuka dunia”.

Pada tahun 2020, master plan diturunkan menjadi rencana
pelaksanaan dan rencana kerja 2020-2024 berdasarkan koordinasi
yang kuat antara pemangku kepentingan Komite Ekonomi dan
Keuangan Syariah Nasional (KNEKS) dari pemerintah, akademisi,
pelaku industri, LSM, dan masyarakat. Rencana tersebut terdiri dari
30 program strategis dengan fokus pada pengembangan dan
penguatan: (1) industri halal, (2) keuangan syariah, keuangan sosial
syariah, dan bisnis dan kewirausahaan syariah (Kementerian
Keuangan, 2021).
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BAB TANTANGAN
KEUANGAN ISLAM
1 5 DI ERA SOCIETY 5.0

Mas Nurmukmin, S.E., M.Ak.
Universitas Djuanda

Pendahuluan

Perkembangan dunia digital telah masuk ke berbagai aspek
kehidupan manusia tanpa terkecuali. Aspek perekonomian menjadi
salah satu aspek yang banyak berubah akibat pengaruh digitalisasi
dan perkembangan teknologi (Kassim & Markom, 2020; Tajuddin &
Izlawanie, 2021). Era society 5.0 menjadi bukti bahwa kemajuan
teknologi tidak dapat dihentikan, sehingga tidak ada pilihan lain
bagi umat manusia selain beradaptasi dengan teknologi yang terus
berkembang (Arwani, 2020; Rasulev, et al., 2020).

Keuangan Islam menjadi salah satu kiblat keuangan dunia
selain keuangan konvensional. Ciri dan karakter yang terdapat
pada keuangan Islam, menjadi keunggulan dan daya tarik
tersendiri bagi para penggunanya (Mukmin & Susilawati, 2020).
Keuangan Islam di era society 5.0 menjadi bahasan yang menarik,
ketika kemajuan teknologi harus berjalan beriringan dengan aturan
baku pada sistem keuangan Islam. Bab ini akan membahas
mengenai tantangan keuangan Islam di era society 5.0 dan
mengupas perkembangan keuangan Islam serta relevansinya
dengan beragam produk keuangan digital yang sedang
berkembang saat ini.

Konsep Society 5.0

Konsep society 5.0 berada pada penyatuan ruang siber dan
ruang fisik tingkat tinggi, yang mampu menjadi penyeimbang dari
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pedoman umum lainnya. Keabsahan hukum perjanjian islam harus
memenuhi rukun dan syarat yang telah ditentukan, dan tidak
mempergunakan praktik ribawi, perjudian, ketidakjelasan, suap-
menyuap, dan bathil. Basyarnas adalah lembaga penyelesaian
sengketa untuk bidang ekonomi syariah, di samping pengadilan
agama (Salman & Nawaz, 2018).

Era globalisasi dan fenomena trend perkembangan ilmu
ekonomi keuangan di dunia telah melahirkan banyak peluang
sekaligus tantangan, terutamanya dalam upaya pengembangan
keuangan Islam. Oleh karena itu, pengembangan ekonomi
keuangan Islam ke depan, selain perlu belajar dari kesuksesan dan
kegagalan ekonomi keuangan konvensional dengan berbagai krisis
yang terjadi, perlu juga memanfaatkan pendekatan-pendekatan
baru yang kreatif dan inovatif untuk betul-betul dapat mewujudkan
sistem keuangan Islam yang rahmatan lil’alamin dalam berbagai
aspeknya.
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